
 

 

 

  

GUBERNUR  PAPUA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 
NOMOR  1 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI PAPUA BARAT 

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR PAPUA BARAT, 

 
Menimbang : a.  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat 

Tahun Anggaran 2013; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 



 

 

 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

 

 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 

4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



 

 

 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 



 

 

 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor            

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 

2007  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

24. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT 

dan 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 
2013. 

 

 



 

 

 

Pasal 1 

 

(1) Pertangungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat 

: 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan arus kas; 

d. Catatan atas laporan keuangan. 

 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya telah 

didukung dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a 

tahun anggaran 2013 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp.  5.637.696.633.774,20 

b. Belanja Rp.  4.514.034.285.287,10 

 Surplus/(defisit) Rp. 1.123.662.348.487,10 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp.  282.829.738.319,73 

- Pengeluaran Rp.    50.000.000.000,00    

Pembiayaan neto Rp.  232.829.738.319,73 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 2 sebagai berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

(Rp759.713.381.361,20) dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan  

 setelah perubahan Rp. 4.877.983.252.413,00  

b. Realisasi  Rp. 5.637.696.633.774,20 

 Selisih lebih / (kurang) (Rp. 759.713.381.361,20) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp. 607.601.220.799,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran belanja setelah 

 Perubahan Rp. 5.121.635.506.086,10 



 

 

 

b. Realisasi   Rp. 4.514.034.285.287,10 

 Selisih lebih / (kurang) Rp. 607.601.220.799,00  

 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah          

Rp1.367.314.602.160,20  dengan rincian sebagai berikut : 

a. Surplus/defisit setelah  

Perubahan (Rp.  243.652.253.673,10) 

b. Realisasi (Rp. 1.123.662.348.487,10) 

Selisih lebih / (kurang) Rp. 1.367.314.602.160,20) 

 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

(Rp89.745.699.848,00)  dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan Rp.    372.575.438.167,73  

b. Realisasi  Rp.    282.829.738.319,73 

Selisih lebih / (kurang) (Rp    89.745.699.848,00)  

 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp      50.000.000.000,00 

b. Realisasi Rp      50.000.000.000,00 

Selisih lebih / (kurang) Rp                                0,00 

 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah     

(Rp89.745.699.848,00)  dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pembiayaan neto 

setelah perubahan Rp.  322.575.438.167,73 

b. Realisasi Rp.  232.829.738.319,73 

Selisih lebih / (kurang) (Rp. 89.745.699.848,00)     

 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b  

per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut : 



 

 

 

a. Jumlah aset Rp  8.345.973.275.335,45 

b. Jumlah kewajiban Rp      146.444.762.512,60 

c. Jumlah ekuitas dana Rp 8.199.528.512.822,85 

 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun 

yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013 Rp. 349.932.849.007,64 

b. Arus kas dari aktivitas operasi  Rp. 1.957.331.430.554,20 

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset – 

non keuangan (Rp  833.669.082.067,10) 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan  Rp.    50.000.000.000,00      

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran         (Rp.   92.536.175.863,31) 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp. 1.356.655.357.256,43 

 

Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d 

tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasa1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

Lampiran I.1  : Laporan realisasi anggaran berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 

Lampiran I.3 : Ringkasan realisasi anggaran belanja daerah 

berdasarkan klasifikasi ekonomi (Jenis Belanja); 

Lampiran I.4 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah; 

b. Lampiran II  :  Neraca 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) 

terdiri dari: 

a. Laporan kinerja keuangan tercantum dalam Lampiran IV peraturan daerah 

ini. 



 

 

 

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan. 

 

Pasal 8 

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 9 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua 

Barat. 

 

   Ditetapkan di Manokwari 
pada tanggal 19 September 2014 

 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 
 

CAP/TTD 
 

ABRAHAM O. ATURURI 

 
Diundangkan di Manokwari 
pada tanggal 19 September 2014 

  
SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI PAPUA BARAT, 
 

CAP/TTD 

 

NATANIEL D. MANDACAN 
 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014     NOMOR 1 
 

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya, 
 

KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI PAPUA BARAT 
 

 

 

WAFIK WURYANTO 

Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19570830 198203 1 005 

 

 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (1/2014). 


